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PERATUITAN DAERAI I  PROPINSI  BAN'T I IN
NOJ\ , l0 l t  :  4 I  

' t ' n  
i l  UN 2002

TENTANG

PtrNGURUSAN TIUTAN

DENGAN RAFIIVIAT TUI{AN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANTEN,

: a. bahwa huran sebagai karunia dan amanah dari 'fuhan yang Maha
Esa yang dianugerahkan kepada manusia merupakan kekayaan
alam yang t idak terni lai  harganya, karcnanya rvaj ib disyukuri,
diurus, dimanfaatkan dan di jaga kelestarianr)ya;

b, bahwa bcrdasarkan perl imbangan sebagaimana dirnaksud pada
huruf a di atas, perlu menetapkan peiaruran Daerah propinsi
Banten tentang Pengurusan Hutan.

fi

:  l .  Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 renrang Konser 'as i
Sumber Daya Alam Hayati  dan Ekosistemnya (Lembaran Negara
Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lcnrbaran Negara Nomor
34  I  9 ) ;

2 . Undang-undang Nomor 24 Tahun lgg2
(Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor I
Negara Nomor 3 501 ) ;

tentang Penataan Ruang
15, Tanrbahan Lembaran

Pemerintahan
60, Tambahan

3. Undang-undang Nomor 23 Tahun lggT tenrang pengelolaan
Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 66,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3ga3);

4 . Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 rentang
Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor
Lernbaran Negara Nomor 3839) ;

5, Undang-undang Nomor 4r rahun I 999 tenrang Kehutanan
(Lenrbaran Negara Tahun 1999 Nomor 167, Tanrbahan Lembaran
Negara Nomor 3888) ;

6 .

1

8 .

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tenrang pembentukan
Propinsi Banten (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor lg2.
Tambahan Lembaran Negara Nomor a0l0);

Peraturan Penrerintah Nomor 28 Tahun l9g5 tentang
Perl indungan l- lutan (Lembaran Negara Tahun l9g5 Nomo, 39,
Tanrbahan Lembaran Negara Nomor 329il;

Peraturan Pemerintah Nomor l8 
' fahun 

lgg4 tentang
Pengusahaan Pariwisata Alam di zona pemanfaatan Taman
Nasionai, Taman Hutan Raya, ' l 'aman 

wisata AIam (Lembaran
Negara l 'ahun I994 Nomor 25, Tambahan Lenrbaran Negara
Nomor  3550) ;



9.  Peraturan Penrcr in tah Nornor  68 Tahun 1998 rcntang Karvasan
suaka ;\ larn dan Karvasan Pclestarian Alanr ( l-embaran Negara
Tairun 1998 Nornor  132,  Tarnbahan I -cmLraran Negara Nomor
3 7 7  6 ) ;

10.  Peraturan Perncr in tah Nonror  25 J 'ahr :n 2000 tentang
Kewcnrrngan Pe nrcr in tah dan Kervenlngan [ t rop ins i  sebagai
Daerah Otonom (Lembaran Ncgara Tahun 2000 Nomor 54,
TamLahan Lembaran Negara Nomor 3952) ,

1 1. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 tcntang Tata Hutarr
dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan
Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara
Tahun 2002 Non':or 66, Tambahan Lcmbararr Ncgara Nomor
a026) ;

12, Peraturan Daerah Propinsi Banten Nomor 3 l 'ahun 2002
tentang Tata Cara Pcmbentukan dan 

' l 'eknik 
Penyusunan

Pcraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nonror 4, Seri
) <  I '

13. Peraturan Daerah Propinsi Banten Nomor l9 tahun 2002 tentang
Pembentukan Susunan organisasi rata Kerja Dinas Kehutanan
dan Perkebunan Propinsi Banren (Lembaran Daerah Tahun 2002
Nomor 20,  Ser i  D) ;

14, Peraturan Daerah Propinsi Banten Nomor 36 Tahun 2002 tentang
Rencana Tata Ruang wilayah Propinsi Banten z00z 2017
(Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 37, Seri E).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAI I  I 'ROPINSI  BANTEN

Menetapkan

jvlDi\{ UTUSI(AN :

PERATURAN DAERAI-I PROPINSI
PENGUI{USAN HUTAN

BANTEN TENTANG

BAB I

I(E]'ENTUAN UMUIVI

Pasal  I

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
l .  Daerah adalah Propins i  Banten;

2. Penterintah Daerah adalai i  Gubcrnur beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain
sebagai  Badan I lksckut i f  Dacrah;

3.  Gubernur  adalah Gubernur  Banten;
4.  Propins i  adalah Propins i  Banten;

5. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di wi layair Propinsi Banten;
6,  Bupat i /Wal ikota adalah Bupat i /Wal ikota d i  wi layah Propins i  Banren;
1. Dinas adalah Dinas Kehutanan dan Perkebunan Propinsi Banren;
8, Kepala Dinas adalair Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Propinsi Banten;



g. Peraturart Daerah adalah Peraturan Dacrah Propinsi Banten;

10.  UpT adalah Uni t  Pelaksana Tcknis  Departcnrcn Kehutanan i 'ang w' i la1 'ah ker janya

berada d i  Propins i  Banten;

I 1. Kehutanan adalah sistcm pengurusan yang bersangkut paut dengatt htt tan, ka$'asatt

hutan dan hasi l  hutan yang diselenggarakan sccara terpadu;

12. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistcm berupa hamparan lahan berisi  surnber daya alani

hayat i  yang d idominasi  pepohonan dalam persekutuan a lam l ingkurrgann) 'a ,  yang satu

dengan lainnya t idak dapat dipisahkan;

13. Ekosistem adalah tatanan unsur l ingkungan hidup yang nrerupakan kcsatuan utult ,

menyeluruh dan sal ing mempcngaruhi dalam membcntuk keseintbangan, stabi l i tas dan

produkti f i  tas l ingkungan hiduP;

14. Hutan Produksi adalah karvasan hutan yang nrempunl 'ai furrgsi pokok rnemproduksi

hasi l  hutan;

I  5 .  Hutan L i ldung adalah kaivasan hutan vang tnempun) 'ar  fungsi  pokok sebagai

per l indungan s is tem pen) ,angga kehidupan untuk mengatur  ta ta a i r ,  mcncegah banj i r ,

mengendalikan erosi,  mencegah intrusi air laut dan memelihara kesuburan tanah;

i6. Hutan Konservasi adalah kawasan hutan dengan cir i  khas tertentu, yang mempunyai

fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya;

17. Hutan Kemasyarakatan adalah hutan negara dengan sistenr pcngclolaan hutan yang

bertujual untuk memberdayakan masyarakat setempat tanpa nlenggarlgu fungsi

pokoknya;

18. Hutan Rakyat adalah hutan yang berada pada lahan yang dibebani hak atas tanah dapat

berupa sert i f ikat hak mil ik, hak guna usaha dan hak pakai;

19. Kawasan l{utan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh

Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap;

20, Kawasan Hutan Pelestarian Alam adalah hutan dengan cir i  kiras tertentu yang

nrempunyai fungsi pokok perl indungan sist im penyangga kehidupan, pengawetan

keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari  sumbct'

daya alam hayati  dan ekosistemnYa;

21,  Hasi l  l - lu tan adalah benda-benda hayat i ,  non hayat i  dan turunannya ser ta jasa yang

berasal dari  hutan;

22. pengurusan Hutan adalah upaya untuk menrperoleh rnanfaat ,Yang sebesar-besarnya

serta serba guna dan lestari  untuk kemakmuran rakyat;

23.  Lahan Kr i t is  adalah lahan yang keadaan f is iknya sedemik ian rupa sehingga lahar t

tersebut t idak dapat berfungsi secara baik sesuai dengan peruntukannya sebagai media

produksi maupun sebagai rnedia tata air;

24. Rehabil i tasi Lahan adalah usaha memperbaiki,  memulihltan kembali  dan meningkatkan

kondisi iahan yang rusak agar dapat berfungsi secara optimal baik sebagai unstrr

produksi,  media pengatur tata air,  maupun sebagai unsur perl indungan alam dan

lingkungannYa;

25, Rehabil i tasi Hutan adalah upaya pemulihan dan pengembalian fungsi sumber daya

hutan agar mampu berperan sebagai sistem penyangga kehidupan;

26.  Reboisasi  adalah kegiatan rehabi l i tas i  lahan dengan pcnanan' ran pohon-pohonat t  d i

dalanr  kawasan l tu tan Negara;

27,penghi jauan adalah kegiatan rehabi l i tas i  lahan dengan penanarnan pol ton-pohonan d i

luar kalvasatt hutan negara;

28.  pemungutap i ras i l  hutan adalah kegiatan untuk rnet tganib i l  kayu dan hasi l  hutan la in t t i 'a

dengan t idak merubah fungsi hutan;

29.  pohop serba gula adalah tanarnan yang bcr lnanfaat  ganda,  d isanrp ing kayunya,  juga

hasi l  la in l 'a  seper t i  br te l t ,  b i j i ,  gctah,  daun dan kul i tnya;



30. Daerah Al i ran Sungai  yang selanjutnya disebut DAS adalai t  suatu dacrah tertentu yar lg

bentuk  dan s i fa t  a la rnnya sedemik ian  rupa,  seh ingga nrc rupakan kesatuan dengan

sunga i  dan anak-anak  sunga inya  yang mela lu i  daerah te rsebut  da lanr  fungs inya  un tuk

menampung a i r  yang bcrasa l  dar i  curah  hu jan  dan sumbcr  a i r  la rnnya c la t t  kenrud ian

menga l i rkannya mc la lu i  sunga i  L l tamanya (s ing le  Out le t ) ,

31 .  Pemangku Karvasan ada lah  Badan Usaha Mi l i k  Negara  dan a tau  p ihak  la innya yang

d iber ikan  kcu ,enangan sesua i  c !engan ke ten tuan pcrundang-unJ : rngan ) 'ang  ber laku

untuk  nre laksanakan pcngc lo laan hu tan  d i  rv i layah kcr jany 'a ;

32 ,  BUMN ada lah  Badan Usaha N4 i l i k  Ncgara  b idang kchutanan ) 'ang  rv i layah ker jan l 'a

berada d i  Prop ins i  Banten ,

33 .  Perencanaan kehutanan ada la i r  keg ia tan  un tuk  mernber ikar t  pedontan  dan ara l t  bag i

Pemer in tah  Prop ins i ,  Kabupaten /Kota ,  n rasyarakat ,  pe laku  usaha,  lenrbaga pro fcs i ,  yang

menruat  s t ra teg i  dan keb i jakan kchutanan un tuk  nren janr in  tc rcapa inya  tu juan
penyelenggaraan kehutanan ;

34 .  Menter i  ada lah  Menter i  ) 'ang  d isc ra i r i  tugas  dan bcr ranggung jawab d i  b idang

kehutanan.

R A B  I I

I1 ,U. . \NG LINGI(UI '

Pasal  2

(l)  Pengurusan hutan di Daerah bertujuan untuk memperoleh manfaat yang sebesar-
besarnya dan lestari untuk kemakmuran rakyat.

(2)  Pengurusan hutan sebagairnana d i rnaksud dalam ayat  ( l )  pasal  in i ,  n tc l iput i  kegiatan :

a. perencanaan kehutanan;
h  n e n o e l n l a e n  h r r t a n 'v .  y v r r 6 v r v r q q r l r r q r s r t

n nenel i t ian dan pengembangan, pendidikan dan lat ihan, serta penyuluhan kehutanan;v ,  
l J v l l v r l  

r r q r r

d. pengawasan.

BAB I I I

PERENCANAAN KEHUTANAN

Bag ian  Kcsa tu

U m u m

Pasal 3

1l \  Pprcn.znnin kehutanan bertujuan mewujucikan pengurusan hutan yapg efekt i f  dan
\  

r  /  r  v r v r l v q r . s q r r

efisien untuk mencapai nranfaat fungsi hutan yang optimal dan lestari .

(2 )  Pc renca l tann  schraga in rana  d i rnaks r rd  da lanr  nyn l  ( l )  p ; rs r l  i r t i ,  t t t c l i p t r t i  kcg ia tan  .

a,  Inventar isas i  hutan;
l l ,  I t c r  t g t r l t t r l  t r r t  t  l i  t t w r t r t r t t  I  r t  t i t r t t  ;

c. Penatagunaan kawasan hutan;

d. Pembentukan rvi layah pengelolaan hutan;

e. Penyusunan rencana kehutatran.

(3) Kegiatan sebagaimana dimaksuci dalam ayat (2) pasal ini ,  didukung peta keltutanan dart
atau data numerik.



IJagian I (edua

Invcntar isas i  I ' Iu tan

Pasal 4

( l)  inventarisasi hutan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) iruruf a Peraturarr
Daerah ini,  di laksanakan untuk mengetahui dan rnemperoleh data dan informasi tentang
status dan keadaan f isik hutan, f lora, fauna dan ekosistemnya.

(2) Inventarisasi hutan sebagaimana dimaksud dalam ayat ( l)  pasal ini ,  terdir i  dari  :
a. Inventarisasi irutan t ingkat wi layah;

b. Inventarisasi hutan t ingkat Daerah Aliran Sungai;

c. Inventarisasi hutan t ingkat unit  pcngelolaan.

(3)  I r rventar isas i  hutan sebagairnana d imaksud dalam ayat  (2)  pasal  in i ,  rcrc l i r i  dar i  :
a ,  T ingkat  wi layah mempunyai  cakupan areal  hutan d i  Propins i :
b ,  T ingkat  Daerah Al i ran $ 'noai  , ' . ' r ' . ' " ' ,n 'nr7ni  cakupan areal  hutan pada Daerah Al i ran

Sungai ;

c .  T ingkat  uni t  pengelo laan ntempunyai  cakupan areal  hutan pada uni t  pengelo laan
hutan.

(4)  Inventar isas i  l tu tan scbagainrana d imaksud dalarn 0) 'a t  (  I  )  pasal  in i ,  d i laksanakan
terhadap hutan negara dan hutan rakyat ,

Pasal  5

Gubernur  nrenetapkan pedoman invcntar isas i  hutan berdasrrkan kr i ter ia  c lan standar '
i r rventar isas i  yang d i te tapkan o lch lv{enter i .

Pasal  6

( l  )  Gubernl r r  n ' lenyelenggarakan invcniar isas i  hutan t ingkat  Propins i

(2 )  Inven ta r i sas i  hu tan  t i ngka t  P rop ins i  d i l aksanakan  rn in i rna l  sa ru  ka l i  da r la rn  5  ( l i n ra )
tahun,

Pasal  7

( l )  Inventar isas i  hutan t ingkat  DAS yang wi layahnya mel iput i  l in tas Kabuparen/Kota
diselenggarakan olch Gubernur.

(2)  Inventar isas i  l tu tan t ingkat  DAS sebagaimana d i rnaksud dalanr  ayar  ( l )  pasal  in i ,
sebagai bahan penyusLlnan rencana pengelolaan DAS.

(3 )  Inven ta r i sas i  h t t tan  t i ngka t  DAS d i laksanakan  rn in in ra l  sa tu  ka l ida la rn  5  ( l i n ra )  ra f iun .

Pasal 8
- ( l)  InVentarisasi hutan t ingkat unit  pengelolaan dimaksudkan scbagai bahan dalarn

penyusunan rencana pengelolaan unit yang bcrsangkutan.

(2)  inventar isas i  hutan t ingkat  uni t  pcngelo laan d i laksanakan o leh penge lo la

(3)  Inventar isas i  hutan t ingkat  uni t  pengclo laan d i laksanakan nr in imal  saru kal i  da lam 5
( l ima) tahun.

(4) Inventarisasi hutan untuk nenyusun rencana kegiatan tahunan pada blok operasional
di laksanakan setiap tahun.


